LEMBARAN DALRAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor |

NOMOR 27 TAHUN 2001
TENTANG

PAJAR PEMNGELOLAAN  DAN  PEMGESAHAAN
SARANG BURUNG WALET DANSEJENISNY A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
BEPATI CIAMISN

Memmbang

a4 habwa dencan didctaphanina Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat {(4). maka
herdasarkan potensi dacrah serta penggahian Pendapatan Ash Dacrah
perlu dratur tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
periu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Mengingat

Lh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Tingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun
19509 ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran
Negara Nomor 32093 ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penycelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribust Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomeor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). vang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah :
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang ?* agihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42.
Tambahan | cmbaran Negara Nomor 36863
Undang-Undang Nomor 22 tTahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan embaran
Negara Nomor 3835 ) |

tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Penimbangan
Keuangan antars Pemenintah Pusatl dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) .
Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983, tentangz Pelaksanaan
Undang-undang Nomeor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{lLembaran Negara tahun 1981 Nomor 6, fambahan Lembaran
Negara Nomor 3691

Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara Tahun i997 Nomor 54, Tambahan lembaran
Nugara Nomor 3691 j -



1 Reputusan Presiden l’unw 44 ;uhu, 1OUG tentang fehmi
Pen $3sina i 3t d T oy !{knhl I{ -
i Lll LD Cr3Luran l STundar i Ut ‘lbdn P i UL“H f» Lit dl"L.‘lnL..u.-.
Undang '-u.f-d:m\i Rancanean P;ra._aamn Pemenntah dan Rancancas

TRy

neputusan Presiden |

11 Peraturan Dacrab Kabupaten Ciamts Noinor 6 Tabun 2001, tentans
Tata Cara dan Tekmbh Penmvususan Rancangan Peraturan Daerab
Kabupaten Ciamis . '

17 Peraturan Dacrah Kabupaten Cramis Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Perangkat Daerah - L
£5  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis \omur 4 lahun 2001, tentans
Penvidik Pegawar Nepern Sipi

Ddencan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABEPATEN CIAMIS

MEMUTUSKANM:
Menetapkan
PERATURAN  DAFRAH  KABUPATEN  CIAMIS TENTANG
PAJAK PENGELOLAAMN DAN  PENGUSAHAAN  SARAMNG
BURUNG WALET DAN SEJENISNY A,
BAB I
RETENTUANUMUM
Pasal |

Dialam Peraturan Dacrah im vang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cramis
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Pemenntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Uksekutif Daerah ;

Bupati adaiah Bupati Ciamis ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan Legisiauf Daerah ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberni tugas tertentu dibidang Perpajakan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
Dinas Perdanian adaiah Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertaman Kabupaten Cranus ;
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas. perscroan komanditer, perscroan lainnva. badan usaha milik
negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan.
perkumpulan. firma. kongsi. koperasi. yavasan. atau organisast vany
sgjenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap seria bentuk badan
usaha lainnva .

Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet  dan
sejemsnva vang selanmjutnva disebut pajak pungutan Dacrah atas
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya -
Pengelolaan dan Pengusabaan Sarang Burung Wale! dan scjemisnvs
adalah rangkaian pembinaan habitat pengendahian populast burung
walet dan sejenisnva serta bentuk kegiatan pengambiian sarang burung
walet dan sepenismya diabitat alame dan diluar habuat alamy |

Wajib Pajak adalah orang pnbadi atau badan vang menurut peraturar
perundang-undangan  diwajibkan untuk  melaksanakan  pombayaran
Pajak .

Masa Pajak adalah suatu jangka wakiu tertentu vang merupakan batas
wakiu bagr Wapb Pajak untuk  moemaniaatkan Pengclolaan  dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnva |

- Burung walet adalah satwa har yang termasuk marga coliocalia, vaite

coiocalia fuchiapeu, coliocalia maxima, coliocalia esculenta dan
coliocalia tinm: .

Pengelolaan burung walel dan sejenisnya adalah rangkaian pembinaan
habiat dan pengendabian populast burung walet dan sejemsnya
dihabitat alami dan diiuar habitat alams

590



4.

W

Pengusahaan burung walet dan sejemsnya adalah bentuk kegiatan
pengambilan Sarang burung walet dan sejenisava dihabitat alami dan
dituar habstat alam

Habitat alanu buru115 walet dan sejenisnva adalah lingkungan t{.mput
burung walet dan sejenisnva hidup dan berkembang secara alam: -
Diluar habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah hingkungan
tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang vang
diusahakan dan dibudidayakan .

Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan himdung. hutan produksi:.
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ;

f.okasi adalah suatu kawasan’ tempat terientu dimana terdapat sarang
burung walet dan sejenisnva baik pada habitat alami maupun diluar
habitat alam -

Rawasan petestanian alam adaiah hawasan dengan cini Khas tertentu.
batk didarat maupun diperairan vang mempunvai fungsi perlindungar
sistem penyangga kehidupan,  pengawcetan keancharagaiman  jenmis
tumbuhan dan satwa. serta pemanfaatan secara lestan sumber alam
hayati dan ekosistemnya |

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan cini Khas tertentu baik
didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan pengawetan keanckaragaman tumbuhan dan satwa serta
ckosistemnya vang juga berfungsi sebagal wilayah sistem penyangga
kehidupan ;

Penemu gua sarang burung walet dan sejenisnya adalah sescorang atau
sekelompok orang vang diakui oleh masyarakat sekitar sebaga:
penemu  gua sarang burung walet dan sejenisnya vang tidak
mempunyai hak atas sarang burung walet tetapi diberi imbalan sciclah
ada jalinan persetujuan dengan pemilik tempat ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat vang digunakan oleh Wapb Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran

Pajak vang terutang menurut peraturan-peraturan perundang-undangan -

perpajakan daerah.
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aa.

hb

(o

dd.

S

T

ff.

Surat Setoran Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
sural yang digunakan otch Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lamn
vang ditetapkan oleh Bupati ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah. vang selanjutnya disebut SKPD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya jumiah pajak vang
terulanyg -
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnva jumlah
pajak vang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah  kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan  jumiah
vang masth harus dibayar ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, vang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan vang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan -
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar, vang selanjutnva disingkat
SKPDLB, adalah Surat Keputusan vang menentukan jumlah kelebihan
pcmbayaran pajak karcna jumlah kredit pajak Iebih besar dan pajak
vang terutang atau scharusnva ndak terutang |

surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang sclanjutnya  disingkat
SKPDN. adalah surat Keputusan vang menentukan jumiah pajak yang
terutang sama besarnva dengan jumiah kredit pajak. atau pajak tidak

terutang dan tidak ada hredit pajak

Surat Tagihan Pajak Daerah. vang selanjuinva disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanks: administrasi
berupa bunga dan atau denda -

PCiZ‘c‘Gui adalah pc_;:,wm yaiig uuuu;un olch Dupdl' Cramis |

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban  Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Dacrah ;
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gg  Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak adalah serangkaian tindakan
vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya
dapat discbut penyidik. untuk mencar serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti 1tu membuat terang tindak pidana dibidang retnbust yang
terjach serta menemukan fersangkanya -

BAB. 11

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
dan sejenisnva dipungut Pajak atas setiap Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet dan sejenisnva.

Pasal 3

(1) Obyck Pajak adalah scmua Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet dan sejenisnya ;

(2) Pajak DPengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

d.

Lokasi sarang burung walet dan sejenisnya berada di :

1. Habitat alami

2. Diluar habitat alami

Sarang burung walet dan sejenisnya yang berada dihabitat alami

meliputi

| Kawasan hutan negara

2 Kawasan konservast

3.Gua alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak
milik perorangan atau adat

Sarang burung walct dan sejenisnva yang berada diluar habitat

alami mehiputs

593



1.Bangunan
2 Rumaby gedung

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan
mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnva.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya.

BAB 11
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal §

(1) Besarnya lanf Pajak ditetapkan berdasarkan luas bangunan X Index
gangguan X Tanf (Index gangguan untuk burung walet ditetapkan
bermitar 2

{2} Besamva tan! pajak ditetapkan sebagai benkut :

a Burung Walet Rp 5.000-
b Burung Kapinis Rp. 300.-

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAN

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanvya 1 (satu ) tahun.



Pasal 7

Pajak tcrutang dalam masa pajak terjadi pada saal perusahaan tersebut
berproduks:.

Pasal 8

Penarikan pajak tidak terikat kepada usaha vang telah atau tidak memiiks
1y barta dihiar atan Airdnlan hahitat
PN O T Lel A Iuichl oLl SAEASERICHRED jEcRLShLLAL.

Pasal 9

{1) Setrap Wayb Pajak wapb mengisi SPTPD |

(2} SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat {1) harus dusi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau
Kuasanya .

{3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Bupati selambat-lambatnva 15 ( lima belas ) han setelah
herakhirnya pajak -

{4) Bentuk, 1si dan tata cara pengistan SP'IPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PERIITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimanzi dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1},
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD |
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak

SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
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Pasal 11

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk  menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang |

(2) Dalam jangka waktu S ( ima ) tahun sesudah saat terutangnya pa]dk,
Bupati dapat menerbitkan

a. SKPDKB:
b, SKPDKBT .
¢.  SKPDN.

{3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a  Apabila berdasarkan hasil pemerniksaan atau keterangan lain pajak
vang terutang tidak atau kurang bavar, dikenakan sanks
administrass berupa bunga 2 % { dua persen ) sebulan dilitung dan
pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu
paling lama 24 { dua puluh empat ) bulan dihitung selak saat
lerutangnya pd_]dk

b. Apabitla SPTPD udak disampatkan dalam jangka waktu vang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis. dikenakan sanksi
admenistrast berupa bunga schesar 2 % {dua perseny schulan
dilntung dant pajak vang kurang atau terlambat dibayar untux
jangka waktu paling lama 24 (dua pulubh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnva pajak .

¢. Apabila kewajiban mengist SPTPD udak dipenuhi, pajak vang
terutang dihttung sceara jabatan. dan dikenakan sanksi administras
berupa kenaikan sebesar 25 “s dan pokok pajak ditambah sanks:
administrasi berupa bunga sebesar 2 %% {dua persen) scbulan
dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuh
jangka waktu pahing lama 24 { dua puluh empat ) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak -

{4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul' b dﬂerhllkan
apabila ditemukan data baru atau data vang semula belum terungkap
yang menvebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. akan
dikenakan sanksi admimstrasi  berupa kenaikan sebesar 100 %%
{ seratus persen ) darnt jumlah kekurangan pajak tersebut .



(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan
apabila jumlah pajak vang terutang sama besarmya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak tcrutang dan tidak ada kredit pajak |

(0} Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKEB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat (?) huruf a dan b tidak
atau tdak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu vang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrast berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan ;

{7} Penambahan jumlah pajak vang terutang sebagaimana dimaksud pada
avat {4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendin
scbelum dilakukan tindakan pemeriksaan ¢

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pcmbayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain vang
ditunjuk Kepala Daerah sesuar waktu yang ditentukan dalam SP1PD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD .

{2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambai-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati |

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13
{1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas :
(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan
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(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2}
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
sebesar 2 % ( dua persen ) scbulan dari jumlah pajak vang belum atau
kurang dibavar ;

(4) Bupati dapal membenkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas wakiu vang ditentukan
setelah memenuhi persaratan dengan dikenakan sebesar 2 % ( dua
persen ) scbulan dan jumlah pajak vang belum atau kurang dibayar ;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada avat (4) ditetapkan olch Bupati |

Pasal 14
{1} Setiap pembayaran pajak sebagatmana dimaksud dalam Pasal 13
dibcrikan tanda bukt pembavaran dan dicatat dalam  buku
penerymaan |

(2) Bentuk, jems, ist. ukuran tanda bukti pembavaran dan buku
penerimaan  pajak schagaimana dimaksud pada avat (1) ditctapkan
oleh Bupati.

BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis
sebagat awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .

{2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau
Surat Peringatan atau Surat lain vang scienis Waph Pajak harus
melunasi pajak vang terutang .
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(3} Surat teguran, Surat Penngatan atau Surat lain vang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas
atas nama Bupati

Pasal 16

{1} Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain vang sejenis, jumilah pajak yang harus
dibayar ditagih dengan surat paksa :

{2) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa scgera
setelah fewat 21 { dua puluh satu ) hant sejak tanggal Surat teguran
atau Surat Penngatan atau surat lamn vang sejems.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibavar tidak dilunas: dalam jangka waktu 2 x
24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atas
nama Bupati segera menerbitkan - Surat Perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wapb pajak belum juga melunas:
utang  pajaknya  scielah  fewat 10 ( scpulub ) han scjak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Dinas atas
nama Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan
kepada kantor 1.elang Negara

Pasal 19
Setelah Kantor lelang menetapkan hari tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan lelang, jury sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada wajib pajak.
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Pasal 20

Bentuk, jems, isi formulir }’aﬁg dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Dacrah ditctapkan olch Rupan

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasai 21

{1) Bupati herdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan keringanan dan pembebasan pajak |

(2} Tata cara pemberian pengurangan. kennganan dan pembebasan pajak
sehagaimana dinaksud pada avat (1) diietapkan oieh Bupati,

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANRKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1} Bupat karcna jabatan alau atas peomohonan Waiib pajak dapat

a  Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKB'T atau S1PL
vang dalam penerbitannva terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hiung. dan atau kekahiruan  dalam  penerapan  Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Dacrah |

b, Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak vang tidak
henar |

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrast  berupa
bunga. denda dan kenatkan Pajak vang terutang dalam hal sanks;
tersebut dikenakan karena kekhilatan Wapb Pajak atau bukan
karena kesalahan.
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(2)

(3)

(4)

(1

Permohonan pembetulan. pembatalan. pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sankst administrasi atas SKPD.
SKPDKB. SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, harus disampaikan sccara lertulis oleh Wajih Pajak kepada
Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah selambat-lambatnva 30 ( uga
puluh ) han sejak tanggal ditennma SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

Kepala Dinas atas nama Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak
surat permohonan  sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditenma.
sudah harus membenkan keputusan ;

Apabila setelah lewat 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Dinas atas nama Bupatt tidak memberikan
keputusan, permchonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sankst administrast
dianggap dikabulkan.

BARB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupat
melaw Kepala Dinas atas suatu :

SKPD -

SKPDKB

SKPDKRBT :

SKPDIB ;

e. SKPDN. :

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya ;

o0 o
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{2}

a Dinas atas nama Biipaié dalaim jangka wakiu paiing iama
12 { dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada avat (2), diterima sesudah membenkan
keputusan ;

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), Kepala Dinas atas nama Bupati tidak
memberikan  keputusan,  permohonan  keberatan  dianggap
dikabulkan -

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat {1}, udak
menunda kewajiban membayar pajaknva.

Pasal 24

Wajpb Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 { tiga ) buian setelah
diterimanva keputusan keberatan ¢

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1), udak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabifa pengajuan keberatan dan banding scbagaimana dimaksud dalam

Pasal

23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan

pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga schesar

IR

o { dua persen ) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ;

bulan.



BABXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat wajib pajak :

b. Masa pajak ;

¢. Besarnya kelebihan pembavaran pajak :
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembahan
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan .

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1
(satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunya! utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebth dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Kepala Dinas, atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak.
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Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, schagaimana dimaksud -dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukt
pembavaran.

(h

(2)

(h

BAB XIi
KADALUWARSA
Pasal 28

Hak untuk melakukan penagihan Pajak  kadaluwarsa  setelah

melampaut jangka waktu 3 ( hima ) tahun terhitung sejak saat

terutangnva Pajak. kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak

pidana di Bidang Perpajakan Dacrah :

Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ava:

{1} tertangguh apabila :

a  Diterhitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau -

b Ada pengakuan utang Pajak dan Wayb Pajak baik langsuny
maupun tidak langsung.

BAB Xill
KETENTUAN PIDANA
Pasai 25
Wayib pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan udak benar atau udak lengkap atau
melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan

Keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana Kurungan pd“n“
lama 1 { satu ) tahun dan atau denda paling banyak 2 ( dua ) kal

jumlah pajak vang terutang :
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{2)  Wajpb pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SP1PD atau
mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paiing lama 2 ( dua ) abun
dan atau denda paling banyak 4 { empat ) kali jumlah pajak yang
ferutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 udak dituntut
setelah melampaut jangka waktu 10 { sepuluh ) tahun sejak saat
terutangnyva pajak aiau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirmya bagian
Fahun Pajak atau berakhimya tahun Pajak.

BAB X1V
PENYIDIKAN
Pasal 31

{1y Pgjabat Pegawar Negerni Sipil tertentu  di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penvidik untuk melakukan
penvidikan  undak pidana di Bidang Perpajakan Daerah  atau

Feis Y inat ROl

Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku -

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) adalah :
a. Menerima, mencan, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang

Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas :
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Menehti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenas
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan vang
dilakukan schubungan dengan undak pidana di  Bidang
Perpajakan Daerah dan Retribusi |

Memnta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan
Dacrah dan Retribusi

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen—dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang  Perpajakan
Daerah dan Retribusi:

Melakukan penggeledahan  atau  mendapatkan  bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan menyitaan terhadap bahan bukti tersebut

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penvidikan tindak pidana div Bidang Perpajakan Dacrah dan
Retribusi

Menyvuruh berhenti, melarang sescorang meninggathan ruangan
atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan
memerniksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagamimana dimaksud pada hurut'e

Memoltret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana di
Bidang Perpajakan Daerah dan Retribust ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebaga: tersangka atau saks: :

Menghentikan penyidikan :
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k Mciakukan tindakan lamn vang perlu untuk kelancaran penvidikan
tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retnibusi
menurut hukum yang bertanggung jawab.

{3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan
dimulainya penvidikan dan menvampaikan  hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Nogama
Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan vang diatur daiam
Undang-undang Hukum Acara Pidana vang berlaku

BAR XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunva Peraturan Daerah i, maka ketentuan vang telah ada
beserta perubahannva dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Ketentuan vyang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah i
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannva akan diatur lebih lanjut oleh
Rupali .
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001

BUPATI CIAMIS
Cap/tid.
H. OMA SASMITA S, SH. MSi
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap/ttd.
Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS5. MM

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI A
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 27 TAHUN 2001
TENTANG

PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA

Pajak Daerah, adalah merupakan satu perwujudan
kewajiban masyarakat dalam peranserta memngkatkan Pendapatan
Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan Daerah, sechubungan
dengan hai tersebut maka Pajak Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan  Daerah  vang  harus  dikembangkan  dan
ditingkatkan sesuat dengan perkembangan pembangunan.

Bahwa dengan tclah  ditetapkannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor |8 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada Pasal 2 ayat (4), maka berdasarkan poicnsi Dacrah serta
penggalian Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Pajak
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan
sejenisnya dengan Peraturan Daerah.
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal Y

iotalnls oy Asom ST T
Paaus i menic;uolxull b\:b\:ram iatuau )ru g u PC E,mmmui

dalam Peraturan Daerah im, dengan maksud agar terdapat
pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam
penafsiran dapat dihindarkan.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal iU

Cukup jelas

610



Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15§
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
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Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jclas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
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Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
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